WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

bahwa agar perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat
DPRD dapat dilaksanakan secara tertib, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab perlu
meninjau kembali Peraturan Walikota Bengkulu Nomor
02 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah
Kota Bengkulu;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Bengkulu tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016
tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera  Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tahun Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor
4416), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah nomor 24
tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tahun Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



Menetapkan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai
Tidak Tetap;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2016;

18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota  Bengkulu Tahun 2009
Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2017 Nomor 01);

20. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 (Lembaran Daerah
Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN
DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas
Pemerintah Kota Bengkulu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf d,
diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut.



(1)

(2)

(3)

(9)

(6)

(7)

Pasal 12

Pelaksana perjalanan dinas diberikan SPPD dengan
format sesuai Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mengajukan izin persetujuan pelaksanaan
perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan surat
tugas.

Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh:

a. Kepala OPD kepada pelaksana SPPD yang berasal
dari OPD yang dipimpinnya.

b. Walikota/Wakil Walikota kepada pelaksana SPPD
dengan jabatan eselon II atau yang disetarakan
dan Kepala OPD.

c. Ketua DPRD kepada Wakil Ketua dan Anggota
DPRD, dengan ketentuan apabila Ketua tidak
berada ditempat atau berhalangan dapat
diberikan oleh Wakil Ketua;

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan oleh:

a. Walikota/Wakil Walikota untuk perjalanan dinas
yang dilakukan Walikota/Wakil Walikota dan
Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang
dilakukan PA/Kepala OPD dan pejabat lainnya
setingkat eselon II.

c. PA/KPA atau Kepala OPD untuk perjalanan dinas
yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada OPD
berkenaan.

d. Ketua DPRD wuntuk perjalanan dinas yang
dilakukan Ketua, Wakil ketua dan anggota DPRD,
dengan ketentuan apabila Ketua tidak berada
ditempat atau berhalangan dapat diberikan oleh
Wakil Ketua;

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disiapkan oleh satuan kerja pelaksana SPPD.

PA/KPA atau Kepala OPD menerbitkan SPPD untuk
biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-
OPD berkenaan.

PA/KPA atau Kepala OPD dalam menerbitkan SPPD
sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan
dinas dan alat transportasi yang digunakan
memperhatikan ketersediaan anggaran.



Pasal II

Peraturan Walikota Bengkulu ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Juni 2017

WALIKOTA BENGKULU
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR...23.....



